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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi sebagai kesatuan yang didalamnya ada beberapa orang yang
biasanya disebut dengan kelompok, organisasi dapat berjalan dengan baik
diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat saling
bekerja sama. Seperti yang telah diketahui bahwa sumber daya manusia dapat
dikatakan sebagai roda penggerak berjalannya suatu organisasi. Untuk
mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan adanya
manajemen yang baik.

Manajemen dipandang sebagai suatu proses khusus yang meliputi
perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan yang
dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran sebuah organisasi melalui
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Terry, 1964:9).
Salah satu tugas manajemen ialah mendayagunakan sumber daya yang dimiliki
oleh suatu organisasi secara optimal. Pendayagunaan diartikan sebagai
pengupayaan suatu organisasi agar sumber daya manusia mampu dan mau
bekerja secara optimal guna tercapainya tujuan suatu organisasi (Akhyar, 2016).
Sebagai salah satu upaya agar mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai
dengan kriteria jabatan yang akan diduduki, maka perlu adanya Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja (ABK) dalam organisasi. Seperti yang telah tertuang
dalam Peraturan Pemerinta No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil pada pasal 5 ayat (1) yang berbunyi setiap instansi pemerintah wajib
menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis abating

dan analisis beban kerja.



Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja
Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
pada Pasal 563 ayat (1) Badan Kesatuan bangsa dan politik Daerah merupakan
unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Serta pada pasal 564 ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Gubernur dalam
menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan, Bidang Politik, Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat, saat ini sedang mengusulkan formasi jabatan fungsional
untuk kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pasca
penyederhanaan birokrasi dimana Jabatan pengawas dialihkan menjadi Jabatan
fungsional, dimana Jabatan Pengawas yang dialihkan menjadi jabatan fungsional
terdiri dari 3 (tiga) yaitu, Jabatan Fungsiolan Analisi Kebijakan Ahli Muda, Analis
Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda dan Perencana Ahli Muda. Untuk
Kebutuhan OPD terdiri dari 3 (tiga) jabatan fungsional yaitu, Jabatan Fungsional
Arsiparis Terampil, Analisi Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama dan
Pranata Komputer Terampil. Jabatan yang diusulkan ke Biro Ortala telah tertuang
dalam peta jabatan dan telah diverifikasi oleh Biro Ortala sebagai bahan untuk
rekrutmen CPNS, PNS, PPPK.

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, untuk
perekrutan pegawai dan yang akan menduduki jabatan belum diketahui spesifikasi
dan kriteria pegawai seperti apa yang dibutuhkan serta besar beban kerja untuk
menduduki jabatan baru yang diusulkan ke Biro Ortala. sedangkan jabatan

peralihan dari jabatan pengawas ke fungsional masih menggunakan tugas



fungsi jabatan Pengawas dikarenakan belum jelas tugas dan fungsi yang
akan dilaksanakan di jabatan fungsional yang telah dialihkan.

Berdasarkan hasil uraian yang telah dibahas, Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat memerintahkan dalam rangka pelaksanaan penataan analisis
jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah pasca penyederhanaan
struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional
berdasarkan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 dan Permenpan RB Nomor
17 Tahun 2021, maka perlu dilakukan penyesuaian penyusunan dokumen analisis
jabatan dan analisis beban kerja oleh masing-masing perangkat daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada perangkat daerah lingkup
pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk Menyusun analisis jabatan dan analisis
beban kerja sesuai Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 dengan struktur
organisasi pasca penyederhanaan birokrasi. Jadi sebagai penulis tertarik
menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk
membahasnya dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul : “Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Sulawesi Barat (KESBANGPOL SULBAR).”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yaitu “Belum
adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Sulawesi Barat”



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan yang ada dalam rumusan masalah maka tujuan dari penelitian
ini adalah untuk menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini yaitu:
1. Manfaat teoritis

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk
penelitian yang terkait dengan analisis jabatan dan analisis beban
kerja.

b. Merupakan sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan
pengetahuan peneliti tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja,
terhadap kebutuhan instansi dan pegawai.

2. Manfaat praktis
Melalui hasil penelitian akan menghasilkan karya berupa analisis
jabatan dan analisis beban kerja yang dapat dijadikan sebagai referensi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.





